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‘Berharap Pemerataan

dariNusantara

ndang-Undang Ibu Kota Negara (UUIKN) akhirnya
disahkan oleh Dewan Perwakilan ‘Rékyat (DPR)
paddSelasa (18/1), Dengan demikian, kinilangkah
pemerintah dalam upaya pemindahan ibu kota
negara dari Jakartake wilayah Kabupaten Penajam

payunghukumyangjelas, =~ =~ ;

Dengan berbekal UU IKN, sudah sewajarnya pemerintah
menjalankanamanattersebut. Membangunibukotabarudiluar
Pulau Jawa yang dalam kacamata pemerataan ekonomi pun
dinilai sudah tepat. Pasalnya, dengan IKN berada di [uar Pulau
Jawa, dan taklagiJawasentrisyangsudah padatpenduduk, kon-
sepinibisa memberikanharapanbaru pertumbuhanekonomi,

Pro-kontra ibu kota baru, yang kelak wilayahnya akan dina-

mai Nusantara, ini juga wajar adanya. Sebagai negara penganut’

demokrasi dengan kebebasan berpendapat di dalamnya, hal itu
~ hendaknya tidak menjadikan semangat pemerataan pemba-
ngunan terkendala. : g o
- Yangjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti para pelaku
ekonomi dan masyarakat “menikmati kue” ibukota baruyang
menurut sejumlah informasi bakal menghabiskan dana sekitar
Rp450 triliun itu? Tentu kita berharap akan ada dampak positif
yangmeneteskemasyarakatberupakian membaiknyaekonomi,
Kalangan dunia usaha sendiri menyambut baik pengesahan
UUIKN tersebut. Dengan demikian, proses pembangunan ibu
kotabarudiwilayah Penajam Paser Utarabisa segeradimulai.
Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua Umum Kadin

Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Si-

manjorang mengungkapkan bahwa dengan perpindahan ibu
kotatentuakan menciptakan pemerataanpertumbuhan ekono-
mi di kawasan tengah wilayah Kalimantan, Tak hanya itu, dam-

paknya juga diharapkan bisa dirasakan ke kawasan timur

Indonesia melalui peningkatan transaksi perdagangan antar-
wilayah. Dengan demikian, Kadin berharapperputaranekonomi
taklagi berpusat di Pulau Jawa yang selama ini menguasai 57%
pertumbuhanekonominasional. :

Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah memiliki

Proses pembangunan TRN ini, ujar Sarman, juga menjadi
peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk ambil bagian
dalam berbagai sektar, baik menjadi rekanan penyedia barang
danjasa maupun menjadiinvestor. _ L ‘

Peluangswastauntuk turut membiayaiIKN memangterbuka
lebar. Pasalnya, pemerintah berencana mengalokasikan pem-
biayaan pembangunan IKN ini bersumber dari APBN sebesar
53,3%. Sisanya 46,7% dari Kerjasama Pemerintah dan Badan

' Usaha (KPBU). Dalam skema KPBU, pelaku usaha swasta diberi

porsiuntuk turut mendanaibersama-samadengan pemerintah.

Akan tetapi, realisasi keterlibatan dunia usaha ini masih
sosialisasi UU IKN beserta aturan turunannya. Khususnyayang
menyangkut dengan peluang usaha dan investasi yangditawar--
kanbeserta persyaratan, perizinan,dan mekanismenya.

Sejalan dengan itu, para pelaku usaha tampaknya harus ber-
sabarkarenapemerintahjugamasihharus mengharmonisasikan
UUIKN tersebut, termasuk perangkat otorita wilayah ibu kota
baru yang akan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Yang
paling ditunggu tentu saja peraturan turunannya yang di da-
lamnyaberisipanduan teknis pelaksanaanpembangunanIKN.

“Aturan-aturan-turunan tersebut diperlukan agar para
pengusahadapatmempersiapkan diri, dan mempertimbangkan
sektor mana saja yang akan dimasuki untuk jangka pendek,
menengah, maupun panjang sesuai dengan target pembangun-
anyangdicanangkan antara tahun 2020-2045.

Melihatkemampuanparapelakuusahadalam negeri, teruta-
madisektorinfrastrukturdan pengembanganwilayah, kitabisa
berbanggadirikarenabanyakkalangan swastayangsudahberpe-
ngalaman membangun kota-kota baru di pinggiran Jakarta

- maupundiluarJawa. Begitupun terkait infrastrukturutamase-

pertijalan,jembatan, danutilitaslain, kitamemilikibadan usaha
milik negara(BUMN) yang sangatberkompeten di bidangnya.
Dengan demikian, dalam pembangunan IKN ini pelakuusaha
dalam negeri harus mendapatkan porsi yang besar. Harapannya
tentu sajaégarindustriyangterkait danrantaupasoknasionalbisa
tumbuh. Untuk sektor-sektor tertentu yang membutuhkan tek-
nologitinggidanmodalbesarbisadiberikankepadainvestor asing
dengantetap diwajibkan bermitra denganpelaku usahalokal.

+ Terkaitfigurpimpinanbadan otoritas IKN yang akan diumum-
kandalam duabulanke depan, Kadinberharap bisa diisi olehsosok
profesionalyangmumpuni danterhindardarikepentinganpolitik.
Inipentingkarena figur profesional akan menentukan bagaimana
arah kebijakan otoritas IKN baru di masa transisi perpindahan ad-
ministrasiibukotabesertapara aparatursipilnegara (ASN)-nya. [I




